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ABSTRAK 
Penelitian ini duilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana jenis-jenis tindak 
pidana di sektor jasa keuangan dan bagaimana 
wewenang  penyidik pegawai negeri sipil 
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana 
di sektor jasa keuangan. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana di 
sektor jasa keuangan, seperti perbuatan oleh 
orang perseorangan atau korporasi yang 
melanggar larangan menggunakan atau 
mengungkapkan informasi apa pun yang 
bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali dalam 
rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas 
Jasa Keuangan atau diwajibkan oleh Undang-
Undang. Tindak pidana lainnya seperti dengan 
sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau 
menghambat pelaksanaan kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan atau dengan sengaja 
mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan 
perintah tertulis atau tugas untuk 
menggunakan pengelola statuter. 2. Wewenang 
penyidik pegawai negeri sipil melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana di sektor 
jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam 
hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 
Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan 
wewenang penyidik pegawai negeri sipil 
diwajibkan atau diharuskan bekerja sama 
dengan instansi terkait. 
Kata kunci: Wewenang penyidik pegawai negeri 
sipil, penyidikan tindak pidana di sektor jasa 
keuangan, otoritas jasa keuangan 
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A. Latar Belakang 
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan 

tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa 
keuangan di dalam sektor jasa keuangan 
terselenggara secara teratur, adil, transparan, 
dan akuntabel, serta mampu mewujudkan 
sistem keuangan yang tumbuh secara 
berkelanjutan dan stabil, dan mampu 
melindungi kepentingan konsumen dan 
masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan 
dapat mendukung kepentingan sektor jasa 
keuangan nasional sehingga mampu 
meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, 
OJK harus mampu menjaga kepentingan 
nasional, antara lain, meliputi sumber daya 
manusia, pengelolaan, pengendalian, dan 
kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan 
tetap mempertimbangkan aspek positif 
globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk 
dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola 
yang baik, yang meliputi independensi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
transparansi, dan kewajaran (fairness).3 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. Pasal 49 ayat (1) Selain Pejabat 
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang 
meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di 
lingkungan OJK, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Ayat (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan 
instansi terkait antara lain kejaksaan, kepolisian 
dan pengadilan. 

Indonesia sebagai negara hukum memiliki 
beberapa macam hukum untuk  mengatur 
tindakan warga negaranya, antara lain adalah 
Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.4 
Hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. Pasal 1 angka 1. Penyidik 
adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia 

                                                           
3
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atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang 
untuk melakukan penyidikan.Pasal 1 angka 3. 
Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian 
negara Republik Indonesia yang karena diberi 
wewenang tertentu dapat melakukan tugas 
penyidikan yang diatur dalam undang-undang 
ini. 

Penanganan perkara tindak pidana di sektor 
jasa keuangan melibatkan penyidik pegawai 
negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk melakukan penyidikan 
terhadap tindak pidana yang terjadi 
bekerjasama dengan pihak pejabat polisi 
negara Republik Indonesia. 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana 
di sektor jasa keuangan ? 

2. Bagaimanahkah wewenang  penyidik 
pegawai negeri sipil melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana di 
sektor jasa keuangan ? 

  
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi  ini ialah metode penelitian 
hukum normatif. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh melalui  studi  
kepustakaan. Data  sekunder terdiri  dari bahan 
hukum primer yang  terdiri  dari peraturan 
perundang-undangan di bidang Hukum Acara 
Pidana dan Otoritas Jasa keuangan. Bahan 
hukum sekunder terdiri  dari literatur-literatur, 
artikel dan jurnal hukum  serta informasi dari  
media cetak dan elektronik yang  relevan 
dengan penulisan ini. Bahan hukum tersier  
terdiri dari kamus umum dan kamus hukum 
untuk menjelaskan pengertian dari istilah 
hukum  yang digunakan dalam penulisan ini. 

 
PEMBAHASAN 
A.  Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Sektor Jasa 

Keuangan  
Pasal 1 angka 4. Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang 
melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, 
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 
Keuangan Lainnya.  

Perbuatan pidana semata menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.5 

Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni 
delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, 
dalam bahasa Perancis disebut delit dan dalam 
bahasa Belanda disebut delict. Dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi 
batasan sebagai berikut: “perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak 
pidana”.6 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 52 ayat: 
(1) Setiap orang perseorangan yang melanggar 

ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), 
dan/atau ayat (3), dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 
pidana denda paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah).  

(2) Apabila pelanggaran terhadap ketentuan 
Pasal 33 ayat (2) dan/atau ayat (3) 
dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan 
pidana denda paling banyak 
Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima 
miliar rupiah) dan/atau sebesar jumlah 
kerugian yang ditimbulkan akibat 
pelanggaran tersebut. 

Pasal 33 ayat: 
(1) Setiap orang perseorangan yang menjabat 

atau pernah menjabat sebagai anggota 
Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai 
OJK dilarang menggunakan atau 
mengungkapkan informasi apa pun yang 
bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali 
dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya berdasarkan keputusan 
OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.  

(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas 
nama OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau 
sebagai staf ahli di OJK, dilarang 
menggunakan atau mengungkapkan 
informasi apa pun yang bersifat rahasia 
kepada pihak lain, kecuali dalam rangka 
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pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya berdasarkan keputusan OJK 
atau diwajibkan oleh Undang-Undang. 

(3) Setiap Orang yang mengetahui informasi 
yang bersifat rahasia, baik karena 
kedudukannya, profesinya, sebagai pihak 
yang diawasi, maupun hubungan apa pun 
dengan OJK, dilarang menggunakan atau 
mengungkapkan informasi tersebut kepada 
pihak lain, kecuali dalam rangka 
pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya berdasarkan keputusan OJK 
atau diwajibkan oleh Undang-Undang. 

  
B. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak 
Pidana Di Sektor Jasa Keuangan  
Pemeriksaan, ialah: “proses, cara perbuatan 

memeriksa suatu proses atau upaya 
penyelidikan; pengusutan perkara dan 
sebagainya”.7 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur 
mengenai wewenang penyidik pegawai negeri 
sipil melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana 
dinyatakan pada Pasal 49 ayat: 
(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri 
Sipil tertentu yang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya yang meliputi 
pengawasan sektor jasa keuangan di 
lingkungan OJK, diberi wewenang khusus 
sebagai penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana.  

(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat 
menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang:  
a. menerima laporan, pemberitahuan, atau 

pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana di sektor jasa 
keuangan;  

b. melakukan penelitian atas kebenaran 
laporan atau keterangan berkenaan 
dengan tindak pidana di sektor jasa 
keuangan;  

                                                           
7
 Sudarsono, Op.Cit,  hal. 346. 

c. melakukan penelitian terhadap Setiap 
Orang yang diduga melakukan atau 
terlibat dalam tindak pidana di sektor 
jasa keuangan; 

d. memanggil, memeriksa, serta meminta 
keterangan dan barang bukti dari Setiap 
Orang yang disangka melakukan, atau 
sebagai saksi dalam tindak pidana di 
sektor jasa keuangan;  

e. melakukan pemeriksaan atas 
pembukuan, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana di 
sektor jasa keuangan;  

f. melakukan penggeledahan di setiap 
tempat tertentu yang diduga terdapat 
setiap barang bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain serta 
melakukan penyitaan terhadap barang 
yang dapat dijadikan bahan bukti dalam 
perkara tindak pidana di sektor jasa 
keuangan;  

g. meminta data, dokumen, atau alat bukti 
lain, baik cetak maupun elektronik 
kepada penyelenggara jasa 
telekomunikasi;  

h. dalam keadaan tertentu meminta 
kepada pejabat yang berwenang untuk 
melakukan pencegahan terhadap orang 
yang diduga telah melakukan tindak 
pidana di sektor jasa keuangan sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  

i. meminta bantuan aparat penegak 
hukum lain;  

j. meminta keterangan dari bank tentang 
keadaan keuangan pihak yang diduga 
melakukan atau terlibat dalam 
pelanggaran terhadap peraturan 
perundang-undangan di sektor jasa 
keuangan;  

k. memblokir rekening pada bank atau 
lembaga keuangan lain dari pihak yang 
diduga melakukan atau terlibat dalam 
tindak pidana di sektor jasa keuangan;  

l. meminta bantuan ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di sektor jasa keuangan; dan  

m. menyatakan saat dimulai dan 
dihentikannya penyidikan. 

Penjelasan Pasal ayat (3) huruf (i) Yang 
dimaksud dengan “penegak hukum lain” antara 
lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. 
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Pasal 50 ayat: 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan 
hasil penyidikan kepada Jaksa untuk 
dilakukan penuntutan.  

(2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan 
memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan 
sesuai kewenangannya paling lama 90 
(sembilan puluh) hari sejak diterimanya 
hasil penyidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).  

Pasal 51 ayat: 
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 

dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik 
dengan pemberitahuan paling singkat 6 
(enam) bulan sebelum penarikan dan tidak 
sedang menangani perkara.  

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan 
bekerja sama dengan instansi terkait. 

Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Yang dimaksud 
dengan “instansi terkait” antara lain kejaksaan, 
kepolisian dan pengadilan. 

Dalam proses penyidikan, Penyidik setelah 
menerima laporan atau pengaduan tentang 
telah terjadi suatu tindak pidana maka ia 
melakukan  pemeriksaan di tempat kejadian 
perkara (TKP).8 

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum 
pidana dapat diartikan secara sempit dan dapat 
diartikan secara luas. Hukum pidana dalam arti 
sempit hanya merupakan hukum pidana 
materiil saja yakni berisi norma-norma yang 
mengatur mengenai tindakan-tindakan yang 
merupakan tindakan pidana dan pidananya. 
Sedangkan hukum pidana dalam arti luas terdiri 
dari  hukum  pidana (substantif atau materiil) 
dan hukum acara pidana (hukum pidana 
formal).9 

Hukum acara pidana, cara mempertahankan 
prosedurnya untuk menuntut ke muka 
pengadilan orang-orang yang disangka 
melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu 
bagian hukum pidana ini dinamakan hukum 
pidana formil (criminal procedure, hukum acara 
pidana).10 

                                                           
8
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana 

(Penyelidikan dan Penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 
2009. hal.80.  
9
 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2005, hal. 9. 
10

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 
Jakarta, 2002, hal. 6. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 ayat:  
(1) Penyidik adalah :  

a. pejabat polisi negara Republik 
Indonesia;  

b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus oleh 
undang-undang.  

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih 
lanjut dalam peraturan pemerintah.  

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Kedudukan dan 
kepangkatan penyidik yang diatur dalam 
peraturan pemerintah diselaraskan dan 
diseimbangkan dengan kedudukan dan 
kepangkatan penuntut umum dan hakim 
peradilan.11 

Pasal 7 ayat: 
(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf a karena 
kewajibannya mempunyai wewenang : 
a. menerima-laporan atau pengaduan dari 

seorang tentang adanya tindak pidana;  
b. melakukan tindakan pertama pada saat 

di tempat kejadian;  
c. menyuruh berhenti seorang tersangka 

dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka;  

d. melakukan penangkapan, penahanan, 
penggeledahan dan penyitaan;  

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan 
surat;  

f. mengambil sidik jari dan memotret 
seorang;  

g. memanggil orang untuk didengar dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;  

h. mendatangkan orang ahli yang 
diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara;  

i. mengadakan penghentian penyidikan; 
j. mengadakan tindakan lain menurut 

hukum yang bertanggung jawab.  
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai 
wewenang sesuai dengan undang-undang 
yang menjadi dasar hukumnya masing-
masing dan dalam pelaksanaan tugasnya 
berada dibawah koordinasi dan 
pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 
6 ayat (1) huruf a.  

                                                           
11

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
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(3)  Dalam melakukan tugasnya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), 
penyidik wajib menjunjung tinggi hukum 
yang berlaku. 

 Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Yang 
dimaksud dengan "penyidik dalam ayat ini" 
adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat 
imigrasi dan pejabat kehutanan, yang 
melakukan tugas penyidikan sesuai dengan 
wewenang khusus yang diberikan oleh undang-
undang yang menjadi dasar hukumnya masing. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara, Pasal 8 ayat: 
(1)  Penyidik membuat berita acara tentang 

pelaksanaan tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak 
mengurangi ketentuan lain dalam undang-
undang ini.  

(2)  Penyidik menyerahkan berkas perkara 
kepada penuntut umum.  

(3)  Penyerahan berkas perkara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:  
a. pada tahap pertama penyidik hanya 

menyerahkan berkas perkara;  
b. dalam hal penyidikan sudah dianggap 

selesai, penyidik menyerahkan tanggung 
jawab atas tersangka dan barang bukti 
kepada penuntut umum.12 

Pasal 9. Penyelidik dan penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a mempunyai wewenang melakukan 
tugas masing-masing pada umumnya di seluruh 
wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum 
masing-masing di mana ia diangkat sesuai 
dengan ketentuan undang-undang. Penjelasan 
Pasal 9 Dalam keadaan yang mendesak dan 
perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan 
penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri 
Kehakiman pejabat imigrasi dapat melakukan 
tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku. 

Penyidik Pembantu, Pasal 10 ayat: 
(1) Penyidik pembantu adalah pejabat 

kepolisian negara Republik Indonesia yang 
diangkat oleh Kepala Kepolisian negara 
Republik Indonesia berdasarkan syarat 
kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.  

(2) Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut 
pada ayat (1) diatur dengan peraturan 
pemerintah. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) 

                                                           
12

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 

Yang dimaksud dengan "pajabat kepolisian 
negara Republik Indonesia" termasuk 
pegawai negeri sipil tertentu dalam 
lingkungan kepolisian negara Republik 
Indonesia. 

Pasal 11.  Penyidik pembantu mempunyai 
wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat 
(1), kecuali mengenai penahanan yang wajib 
diberikan dengan pelimpahan wewenang dari 
penyidik.Penjelasan Pasal 11. Pelimpahan 
wewenang penahanan kepada penyidik 
pembantu hanya diberikan apabila perintah 
dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal 
dan dalam keadaan yang sangat diperlukan 
atau di mana terdapat hambatan perhubungan 
di daerah terpencil atau di tempat yang belum 
ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain 
yang dapat diterima menurut kewajaran.13 

Pasal 12. Penyidik pembantu membuat 
berita acara dan, menyerahkan berkas perkara 
kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara 
pemeriksaan singkat yang dapat langsung 
diserahkan kepada penuntut umum. 

Hak yaitu: “kewenangan; kekuasaan untuk 
melakukan sesuatu karena telah ditentukan 
oleh undang-undang atau peraturan lain; 
kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu 
atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.14 

Pengaduan terhadap tindak pidana itu dapat 
dilakukan dengan lisan atau secara tertulis.Jika 
dilakukan secara lisan, maka pengaduan itu 
harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam 
suatu akte dan ditandatangani oleh pengadu 
dan pengaduan itu harus ditandatangani oleh 
yang mengadukannya, kemudian bagi 
penyelidik/penyidik yang telah menerima 
pengaduan tersebut harus membuat tanda 
terima.Undang-undang memberikan penegasan 
dalam hal tindakan penyelidik/penyidik setelah 
menerima pengaduan/laporan sebagai berikut: 
Penyelidik dan penyidik yang telah menerima 
laporan tersebut segera datang ke tempat 
kejadian dapat melarang setiap orang untuk 
meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan 
di situ untuk meninggalkan tempat itu selama 
pemeriksaan di situ belum selesai (Pasal 111 
ayat (3) KUHAP). “Pelanggar larangan tersebut 
dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai 

                                                           
13

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. 
14

Sudarsono, Op.Cit. hal. 154. 
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pemeriksaan dimaksud selesai” (Pasal 111 ayat 
(4) KUHAP).15 

Mengingat Penjelasan dari pasal tersebut 
dianggap sudah jelas oleh pembentuk undang-
undang, maka meskipun yang tersurat dalam 
pasal tersebut hanyalah perihal adanya 
pelaporan dan bukan pengaduan, menurut 
Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya 
adalah laporan tentang telah terjadinya tindak 
pidana, sementara dalam laporan mencakup 
pemberitahuan tentang kemungkinan akan 
terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. 
Dengan dasar ini, maka Waluyadi berpendapat 
bahwa pengaduan sudah memenuhi kriteria 
dan unsur laporan, sehingga Pasal 111 ayat (3) 
dan (4) KUHAP berlaku juga bagi pengaduan.16 

 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1. Jenis-jenis tindak pidana di sektor jasa 
keuangan, seperti perbuatan oleh orang 
perseorangan atau korporasi yang 
melanggar larangan menggunakan atau 
mengungkapkan informasi apa pun yang 
bersifat rahasia kepada pihak lain kecuali 
dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, 
dan wewenangnya berdasarkan 
keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau 
diwajibkan oleh Undang-Undang. Tindak 
pidana lainnya seperti dengan sengaja 
mengabaikan, tidak memenuhi, atau 
menghambat pelaksanaan kewenangan 
Otoritas Jasa Keuangan atau dengan 
sengaja mengabaikan dan/atau tidak 
melaksanakan perintah tertulis atau 
tugas untuk menggunakan pengelola 
statuter.  

2. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil 
melakukan penyidikan terhadap tindak 
pidana di sektor jasa keuangan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam hukum 
acara pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana dan 
Undang-Undang Nomor Undang-Undang 

                                                           
15

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana, 
(Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para 
Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi 
Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. 
Bandung, 1999, hal. 53. 
 

16
Ibid, hal. 54. 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas 
Jasa Keuangan. Pelaksanaan wewenang 
penyidik pegawai negeri sipil diwajibkan 
atau diharuskan bekerja sama dengan 
instansi terkait. 

 
B.  Saran 

1. Jenis-jenis tindak pidana di sektor jasa 
keuangan yang telah terbukti secara sah 
dalam pemeriksaan di muka pengadilan 
perlu dikenakan sanksi pidana 
sebagaimana telah diatur dalam 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku untuk memberikan efek jera bagi 
pelakunya dan bagi pihak lain merupakan 
upaya hukum untuk menjadi suatu 
peringatan dan pembelajaran agar tidak 
melakukan perbuatan yang sama, 
sehingga dapat mencegah terjadinya 
tindak pidana di sektor jasa keuangan.  

2. Pelaksanaan kewenangan penyidik 
pegawai negeri sipil untuk melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana di 
sektor jasa keuangan memerlukan kerja 
sama dengan instansi terkait dan wajib 
menyampaikan hasil penyidikan kepada 
Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Jaksa 
wajib menindaklanjuti dan memutuskan 
tindak lanjut hasil penyidikan sesuai 
kewenangannya sesuai dengan jangka 
waktu yang telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang 
Otoritas Jasa Keuangan. 
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